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WALI KOTA  BANJAR 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN WALI KOTA BANJAR 

NOMOR 78 TAHUN 2020 

 
 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 63 TAHUN 

2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

 

WALI KOTA BANJAR, 

Menimbang  : a. bahwa Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, telah ditetapkan dengan 

Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 63 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 66 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 63 

Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang 
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada 

Pemerintah Daerah, menyatakan dalam hal alokasi Dana BOS 
yang dianggarkan dalam Perda tentang APBD kota berdasarkan 

alokasi penyaluran tahun anggaran sebelumnya tidak sama 
dengan penerima dan jumlah Dana BOS setiap Satdik yang 

ditetapkan oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan 
di bidang pendidikan, pemerintah kota melakukan penyesuaian 
penganggaran alokasi Dana BOS pada APBD; 

c. bahwa sehubungan terdapat keadaan yang mengakibatkan 
terjadinya pergeseran belanja antar rincian objek belanja 

sehingga perlu dilakukan penyesuaian;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Wali Kota Banjar tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 63 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020;  
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4246); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan 

Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3092), sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 43); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah  

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4738); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan. Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6177); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana 

Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5299); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6321); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6057); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6206); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara republik 
Indonesia Nomor 6224); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6279); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 
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32. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

33. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 33); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 1425); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang 

Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi 
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6 3 0 ); 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1213); 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang 
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 655); 
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43. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Banjar Nomor 15);  

44. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2020 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 15); 

45. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 

Nomor 5); 

46. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 63 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjar 

Tahun 2020 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 66 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 63 Tahun 

2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota 

Banjar Tahun 2020 Nomor 66);  
 

 

MEMUTUSKAN :  

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 63 TAHUN 2020 
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.  
 
 

Pasal I  

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 63 

Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota 
Banjar Tahun 2020 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 66 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 63 Tahun 2020 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 

2020 Nomor 66), diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2020 semula berjumlah Rp800.569.938.016,00 bertambah 

sejumlah Rp14.633.147.463,00 sehingga menjadi 
Rp815.203.085.479,00  dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan   

 1. Semula Rp773.435.816.598,00 

 2. Bertambah/(berkurang) Rp14.633.147.463,00 

 Jumlah Pendapatan setelah 

Perubahan 

Rp788.068.964.061,00 



7 

 

b. Belanja   

 1. Semula Rp800.569.938.016,00 

 2. Bertambah/(berkurang) Rp14.633.147.463,00 

 Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 815.203.085.479,00 

     

 Surflus/(Defisit) setelah Perubahan (Rp27.134.121.418,00) 

     

c. Pembiayaan    

 1. Penerimaan    

  a) Semula  Rp32.471.529.718,00 

  b) Bertambah/(berkurang) 0,00 

  Jumlah Penerimaan setelah 

Perubahan 

Rp32.471.529.718,00 

 2. Pengeluaran    

  a) Semula  Rp5.337.408.300,00 

  b) Bertambah/(berkurang) 0,00 

  Jumlah Pengeluaran setelah 
Perubahan 

Rp5.337.408.300,00 

    

 Jumlah Pembiayaan Netto setelah 

Perubahan  

Rp27.134.121.418,00  

 

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
setelah Perubahan  

Rp0,00 

 

Pasal II 

Uraian lebih lanjut atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, yang terdiri atas:  
a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020; dan 
b. Lampiran II : Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, 

program, kegiatan, jenis, obyek, rincian obyek 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan Daerah. 

 

Pasal III  

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini 

dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran 
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
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Pasal IV 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Banjar. 

 

 
 

Ditetapkan di Banjar 

pada tanggal 17 Nopember 2020  

WALI KOTA BANJAR, 

 
 

ttd 
 

ADE UU SUKAESIH 
 
 

 

Diundangkan di Banjar 

pada tanggal 17 Nopember 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR, 

 
 
ttd 

 
ADE SETIANA  

 
 

 
BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 78 

 


